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Abstract: This study aims to examine the problems faced by foster children regarding their
inheritance rights and possible solutions to improve their legal protection. This research was
conducted qualitatively using normative juridical methods, involving interviews with
caregivers and examination of relevant legal documents. The results indicate that there is
legal uncertainty regarding foster children's inheritance rights due to a lack of understanding
of relevant regulations and a lack of recognition of inheritance rights in positive law.
Improving outreach and training of foster care providers regarding foster children's
inheritance rights are among the proposed solutions. This article makes an important
contribution to the development of more accepting and adequate legal policies for foster
children who wish to obtain their rights fairly and in accordance with legal provisions

Keyword: Inheritance Law, Positive Law, Foster Children.

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mempelajari masalah yang dihadapi anak asuh terkait hak
waris mereka dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum
mereka. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan yuridis normatif, yang
melibatkan wawancara dengan pengasuh dan pemeriksaan dokumen hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum tentang hak waris anak asuh
karena orang tidak memahami peraturan terkait dan tidak mengakui hak waris dalam hukum
positif. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pengasuh panti asuhan tentang hak waris anak
asuh adalah beberapa solusi yang diusulkan. Artikel ini memberikan kontribusi penting
untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih menerima dan memadai untuk anak asuh
yang ingin memperoleh hak-hak mereka dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kata Kunci: Hukum Waris, hukum Positif, .

PENDAHULUAN

Hak waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang menjamin
hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia (Bachtiar, 2012). Dalam konteks
perlindungan anak di Indonesia, pembahasan mengenai hak waris bagi anak asuh di Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) masih menjadi masalah yang kompleks dan belum
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memiliki landasan hukum yang jelas (Alkayyis et al., 2021; I. S. Munthe & Raharjo, 2018;
Susilowati, 2022). Dalam praktik sosial, pengasuh dan lembaga sering memperlakukan anak
asuh sebagai bagian dari keluarga. Namun, secara hukum, anak asuh tidak memiliki status
sebagai ahli waris sah. Ini memisahkan nilai moral pengasuhan dengan keyakinan hukum
perdata yang sah (Masyhari, 2017; Pahroji et al., 2022). Begitu juga tidak ada hukum yang
secara eksplisit mengatur pengelolaan hak waris anak asuh di Asrama Sahabat Yatim Depok,
sebuah lembaga sosial yang menampung dan mendidik anak yatim dan dhuafa. Pengelolaan
harta, bantuan, dan hibah untuk anak asuh dilakukan secara kolektif.

Belum ada aturan tegas yang mengatur hubungan hukum antara anak asuh dan wali
atau lembaga pengasuh dalam konteks hak waris merupakan masalah utama. Hubungan
antara anak dan orang tua angkat hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum positif
Indonesia jika diputuskan oleh pengadilan (Junenah, 2024; Lastriavi, 2018). Banyak anak
asuh di LKSA hanya menerima pengasuhan sosial dan administratif daripada status anak
angkat secara hukum (Diansah, 2023; Pramono & Cahyaningsih, 2020). Akibatnya, mereka
tidak memiliki hak hukum terhadap harta peninggalan wali atau lembaga pengasuh mereka.
Ini berbeda dengan anak angkat sah yang dapat memperoleh hak tersebut melalui wasiat
wajibah (Jufti, 2019; Ridhayani et al., 2024).

Menurut hukum perdata, ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah
dengan pewaris, baik sebagai pasangan hidup atau keturunan sah (Meliala, 2018; Syahadah,
2019). Anak asuh tidak memiliki hak waris secara hukum karena mereka tidak termasuk
dalam kategori tersebut. Namun, tanpa mekanisme hukum formal seperti hibah, wasiat, atau
perjanjian perdata, pengalihan harta atau bantuan sering terjadi dalam praktik sosial di LKSA
(Aisah, 2014; Ayu et al., 2022; Firdaus & Zaky, 2023). Hal ini dapat menyebabkan
ketidakpastian hukum dan masalah administratif, terutama jika terjadi perubahan dalam
kepemilikan atau pewarisan harta organisasi (Pudihang, 2015; Safriza & Kartika, 2023).
Menurut teori legitime portie, ada hak minimal dari warisan yang seharusnya diterima oleh
ahli waris, termasuk anak-anak asuh yang sering kali terabaikan hak-haknya dalam
pengaturan hukum yang ada (Amiati et al., 2023; Prasetya et al., 2024). Teori ini menegaskan
bahwa perlindungan anak berfungsi untuk menempatkan hak-hak anak asuh ke dalam ranah
hukum yang lebih terjamin dan akuntabel (Atmojo & Fuad, 2023; Nima et al., 2024).

Dalam studi tentang “Dinamika Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif” bahwa hak waris anak angkat hanya dapat diperoleh melalui
wasiat wajib, bukan sebagai ahli waris (Maswanto et al., 2023). Rahman menyatakan bahwa
hukum waris Indonesia harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan fenomena sosial
pengasuhan anak non-biologis di lembaga sosial (Rahman, 2024). Sementara Asril
menyatakan bahwa tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tidak ada
standar hukum yang jelas untuk mengelola bantuan dan hibah anak asuh, yang dapat
menyebabkan penyimpangan administratif. =~ Namun, masih sedikit penelitian yang
mempelajari secara menyeluruh cara-cara di mana hak waris anak asuh dikelola dalam
lembaga sosial berbasis keagamaan seperti Asrama Sahabat Yatim (Asril & Pramono, 2024).

Mendasarkan analisis diatas maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis
dan praktis secara akademik berdasarkan analisis dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini
meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara hukum perdata, hukum Islam, dan
praktik sosial dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Dari perspektif teoritis,
penelitian ini memberikan saran kebijakan bagi LKSA dan pemerintah daerah untuk
membuat pedoman tata kelola hak anak asuh agar lembaga pengasuhan anak memiliki
payung hukum yang jelas untuk mengelola aset dan hak anak asuh. Oleh karena itu,
diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memperkuat prinsip keadilan, keuntungan,
dan kepastian hukum dalam perlindungan hak anak di Indonesia.
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METODE

Metode penelitian kualitatif deskriptif-analitis yang digunakan dalam penelitian.
Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis tentang tata kelola hak waris
anak asuh di Asrama Sahabat Yatim di Depok, Jawa Barat. Metode ini dipilih karena
masalah yang dikaji terkait dengan praktik sosial dan kelembagaan di lapangan serta standar
hukum tertulis. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk meningkatkan pemahaman
mereka tentang arti, pemahaman, dan praktik pengelolaan hak anak asuh. Mereka melakukan
ini dengan mempelajari data empiris dan norma hukum yang relevan. Penelitian ini
melibatkan semua orang yang terlibat dalam pengelolaan dan pengasuhan anak di Asrama
Sahabat Yatim Depok, yang merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Data
primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui peninjauan tata
kelola lembaga dan peninjauan dokumen internal asrama seperti laporan keuangan, struktur
organisasi, dan catatan administrasi anak asuh.

Pendekatan analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan dalam tiga
tahap utama: reduksi data, data dispaly, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Huberman
& Miles, 2002). Reduksi data adalah proses memilih dan memfokuskan data yang relevan
dari observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk menemukan pola utama dalam
pengelolaan hak waris anak asuh. Penyajian Data, juga disebut Display Data, terdiri dari
matriks tematik dan uraian naratif yang menunjukkan hubungan antara standar hukum yang
baik dan tindakan lembaga. Data disajikan dengan cara yang sistematis untuk menunjukkan
perbedaan antara teori dan aplikasi. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi adalah proses
interpretasi data dengan membandingkan praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum
perdata dan hukum Islam untuk menghasilkan kesimpulan yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil penelitian memiliki tingkat validitas tinggi karena
keabsahan data diuji dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan metode
pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tepatnya di Asrama
Sahabat Yatim Depok menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menjalankan fungsi sosial
dan pendidikan dengan baik. Namun dalam konteks tata kelola hak waris anak asuh,
ditemukan beberapa permasalahan normatif dan administratif yang cukup signifikan. Anak
asuh di LKSA masih dianggap sebagai penerima manfaat lembaga dan tidak memiliki hak
keperdataan penuh atas harta peninggalan orang tua asuh atau donatur. Hal tersebut juga
belum ada peraturan hukum internal yang mengatur wasiat, hibah, atau harta anak asuh.
Belum ada dasar hukum untuk LKSA dianggap sebagai hak waris karena donasi dan bantuan
sosial yang mereka terima dikelola secara kolektif atas nama lembaga, bukan atas nama anak
asuh individu. Kondisi tersebut juga didukung kurangnya pemahaman hukum pengurus
lembaga tentang perbedaan antara hak waris, hibah, dan wasiat sosial dalam hukum perdata
dan Islam.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengurus,
pengasuh, dan anak asuh, terlihat bahwa Asrama Sahabat Yatim Depok menggunakan sistem
pengelolaan yang berfokus pada pendidikan, pembinaan karakter, dan kesejahteraan anak.
Pengurus lembaga menggunakan donasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar anak
seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Namun, belum ada mekanisme hukum
yang jelas untuk menangani aset pribadi anak atau harta waris. Kebijakan lembaga dan
donasi masyarakat adalah satu-satunya sumber hak ekonomi anak asuh yang kehilangan
orang tua kandung tanpa meninggalkan harta atau wasiat. Sebaliknya, jika seorang donatur
ingin memberikan sesuatu kepada anak asuh mereka, itu tidak dapat dianggap sebagai
warisan sah karena tidak ada hubungan darah atau pengangkatan anak secara legal. Sejauh ini,
organisasi telah menunjukkan transparansi sosial dan akuntabilitas publik dengan melaporkan
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secara teratur tentang sumber dana yang mereka terima dan cara mereka memberikan bantuan.
Akan tetapi, dalam hukum keperdataan, belum ada sistem yang secara resmi melindungi anak
asuh dalam kasus perselisihan atau perubahan kebijakan lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara ketentuan hukum positif dan
praktik sosial di Indonesia. = Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), pewarisan hanya dapat terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan
darah atau hubungan hukum sah. Anak asuh yang tidak diangkat secara hukum melalui
penetapan pengadilan tidak dapat dianggap sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI), hubungan pewarisan didasarkan pada nasab, perkawinan, dan wala', sehingga
anak asuh tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang sah. Namun, KHI menyediakan solusi
dengan konsep wasiat wajibah, yang merupakan bentuk keadilan sosial yang memungkinkan
anak asuh menerima hingga sepertiga dari harta peninggalan.

Menurut penelitian, aspek moral dan sosial lebih banyak ditekankan dalam praktik tata
kelola LKSA daripada yuridis. Ini disebabkan oleh dua komponen penting, yaitu 1).
keterbatasan pengetahuan hukum pengurus lembaga tentang proses hukum pewarisan dan
pengangkatan anak 2). ketiadaan undang-undang khusus yang melindungi hak keuangan
anak asuh di institusi sosial non-keluarga. Oleh karena itu, tata kelola hak waris anak asuh
masih bergantung pada upaya moral lembaga daripada aturan hukum yang mengikat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak asuh yang tinggal di panti asuhan
seringkali tidak memiliki hak waris yang jelas menurut hukum positif, terutama dengan
sistem kewarisan saat ini. Anak angkat tidak secara otomatis menerima hak waris dari orang
tua angkat mereka menurut hukum Islam. Namun, mereka dapat memperoleh bagian melalui
wasiat atau hibah, di mana komponen tersebut harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam (M. Munthe, 2020; Wicaksono & Kemon, 2023). Misalnya,
penelitian menunjukkan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua angkat dapat membantu
menjamin bahwa bagian waris yang adil diberikan kepada anak-anak asuh(Gote et al., 2025)

Terdapat permasalahan dalam melaksanakan hak waris anak asuh. Salah satunya adalah
rendahnya pemahaman tentang pentingnya wasiat di kalangan pengasuh dan
masyarakat(Rahmi, 2023). Tanpa aturan yang memadai, hak ahli waris sah, termasuk yang
berkaitan dengan legitimate portie (bagian yang diwajibkan untuk ahli waris), sering
terabaikan. Hibah kepada anak angkat dapat menyebabkan sengketa hukum yang merugikan
semua pihak jika tidak diizinkan oleh ahli waris lainnya(Sahid et al., 2025). Oleh karena itu,
sangat penting untuk membuat peraturan yang mengatur status hukum anak asuh jelas dalam
kedua sistem hukum tradisional dan positif.

Dalam penelitian disarankan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan
metode advokasi hukum untuk mendidik masyarakat dan pengasuh tentang hak-hak anak
asuh serta pentingnya membuat pernyataan wasiat. Untuk melindungi anak asuh dari
pengabaian, masyarakat harus dididik tentang hak-hak anak asuh sebagai bagian dari proses
hukum yang lebih luas (Hulzannah et al., 2020; Listiawati et al., 2018). Untuk memastikan
hak waris diurus dengan baik di lingkungan panti asuhan, penelitian ini menyarankan agar
pengasuh di panti asuhan dilatih tentang hak-hak anak asuh dan prosedur hukum yang terkait.

Penelitian ini juga menemukan keterpaduan antara teori-teori hukum positif relevan
dengan kerangka yang lebih baik dalam hak waris anak asuh. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa banyak anak asuh yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki
perlindungan hukum yang cukup untuk hak waris mereka (Afriani et al., 2021; Lenny et al.,
2023). Hasil ini sejalan dengan teori perlindungan anak dalam hukum positif, yang
menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin semua anak hak-hak,
termasuk hak waris (Febrianti, 2019; Safithri & Shiddiqi, 2024). Teori ini memberikan dasar
yang kuat untuk kebijakan pengelolaan hak waris anak asuh yang lebih inklusif dan
transparan (Febrianti, 2019). Dengan pengaturan yang jelas, anak asuh diharapkan menerima
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hak-hak dasar seperti hak waris, yang seharusnya dilindungi oleh pengasuh dan lembaga
terkait.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak waris anak asuh adalah
pengasuh yang tidak memahami atau tidak memahami hak waris anak asuh (Nurlaila &
Rigianti, 2024). Menurut teori hukum positif, pemahaman hukum yang baik harus didukung
oleh edukasi yang cukup untuk semua pihak, termasuk pengasuh, anak asuh, dan masyarakat
(Fitriani, 2021). Ini berarti bahwa pendidikan hukum harus dimasukkan ke dalam program
pembinaan rumah tangga untuk menjaga hak-hak hukum anak asuh. Pengamatan di panti
asuhan lain menunjukkan bahwa pendidikan berkelanjutan dapat membantu karyawan
memahami hak anak(Pepadu et al., 2023).

Keterpaduan antara hasil dan teori terlihat pada kesulitan yang dihadapi anak asuh
dalam memperoleh hak waris mereka. Anak asuh dapat berada dalam ketidakpastian hukum
karena batasan hukum dan kurangnya dukungan dari pihak angkat (Hidayat & Suharto, 2022).
Dari sudut pandang hukum positif, penting untuk memperjelas hak anak asuh dalam konteks
hukum adat dan perundang-undangan(Rahmad, 2020). Untuk menyesuaikan hak waris anak
asuh agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual mereka, norma sosial harus diubah karena
banyaknya kebijakan dan praktik yang ada di masyarakat(Amalia et al., 2021).

Sebagai penutup, analisis ini menunjukkan bahwa upaya kerja sama sangat penting
untuk memecahkan masalah hak waris anak asuh karena penelitian ini didasarkan pada teori
hukum positif. Dengan meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak anak asuh,
diharapkan perlindungan hukum yang menyeluruh dapat diberikan kepada anak asuh yang
tinggal di panti asuhan. Ini akan memungkinkan anak asuh memperoleh hak-hak mereka
secara berkeadilan dan penuh.Keterbatasan hukum dan kurangnya dukungan sistem dalam
pengaturan hak waris anak asuh di Asrama Sahabat Yatim memberikan gambaran bahwa kita
sekarang perlu secara aktif berbicara dan mempertimbangkan regulasi yang ada. Untuk
meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak asuh, semua pemangku kepentingan, termasuk
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan, harus proaktif.
Perlindungan hak waris anak asuh dapat diperkuat dan dilaksanakan secara lebih efektif
sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada pemahaman dan dukungan yang tepat. Penelitian
selanjutnya diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut tentang penerapan kebijakan dan
bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan anak asuh

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa hak waris anak asuh di Asrama Sahabat Yatim masih
menghadapi banyak masalah, terutama ketika undang-undang baru dibuat yang tidak
sepenuhnya mengatasi kebutuhan mereka.  Faktor utama yang menghambat adalah
kurangnya pemahaman pengasuh tentang pentingnya pewarisan sah dan hak waris anak asuh.
Adanya program advokasi dan sosialisasi hukum yang intensif kepada masyarakat dan
pengasuh panti asuhan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan hukum yang
lebih baik akan membantu anak asuh memiliki akses yang lebih jelas dan adil terhadap hak
waris mereka di masa depan.
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